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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik
dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan
bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi
dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian
terakhir diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah
mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih
merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan
masyarakat lokal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah
diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi
daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten
dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari
Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut

menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi



sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut
asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam
anggaran daerah.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan
dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan
moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan
rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman
bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu
tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012)

Era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan
pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya
peningkatan dalam layanan di sektor publik, oleh karena itu pergeseran
komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam
rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan
dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan,
bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010 dalam
Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Dengan meningkatnya pengeluaran modal
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari
pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang

merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah



daerah. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin
yang relatif kurang produktif. Menurut Saragih (2003) dalam Darwanto dan
Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya
dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas
pembangunan.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran
belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja
modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik
untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas
publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan
publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.
Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang
relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk
hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan,
kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-
program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya
mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan
daerah adalah PAD vyang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja
modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik

tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti



dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan
karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai
belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama
dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan
fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk
mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang
bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah DAU
yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang
selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 tahun
2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah
bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja
modal di daerahnya. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah
Daerah selain DAU adalah DAK vyaitu dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini
penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan
pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan,
infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana
pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan,

perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu



termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan
untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang
diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel
yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah
luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan
sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk pelayanan kepada publik.

Penelitian ini akan mereplikasi pada penelitian yang telah dilakukan
oleh Nur Indah Rahmawati (2010) yaitu Pengaruh DAU dan PAD terhadap
alokasi belanja daerali pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengambil
periode penelitian 2007-2009 sedangkan peneliti sekarang akan menambah
variabel luas wilayah dan sampel Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dan DIY.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tcntang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi

Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah Dan DIY)”.

B. Perumusan Masalah
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi
Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi
Belanja Modal?

3. Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah:
1. Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi
Belanja Modal.
2. Mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi
Belanja Modal.

3. Mengetahui luas wilayah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya
mengoptimalkan kinerja keuangan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan
program-program pemerintah demi kemajuan daerah.

2. Manfaat Bagi Pengembangan limu.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai

pengaruh kinerja keuangan terhadap penelitian yang sejenis.



